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	Nama Standar Operasional Prosedur
	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko  

	SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah2 

3. Perda Kabupaten Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kabupaten Cilacap

4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
	1. Inspektur : S-1

2. Inspektur Pembantu Wilayah : S-1  
3. Kasubag Perencanaan : S-1
4. Auditor : S-1
5. Tim Penyusun PKPT : S-1
6. Staf Perencanaan : SMA/SMK


	Keterkaitan
	Peralatan dan Kelengkapan :

	1. SOP Pemeriksaan Reguler
2. SOP Pemeriksaan Khusus
3. SOP Pemeriksaan Tertentu 
	4. SOP Evaluasi LAKIP
5. SOP Reviu LKPD
6. SOP Surat Tugas Pemeriksaan
	1. Kertas HVS

2. Printer

3. Komputer
	4. Meja

5. Kursi

6. Surat Tugas

	Peringatan :
	Pencatatan dan Pendataan :

	Jika pemeriksaan tidak berdasarkan perencanaan berbasis resiko maka pemeriksaan kepada obrik tidak berjalan efektif karena obrik yang diperiksa bukanlah resiko tertinggi sehingga pengendalian intern di lingkungan OPD Pemda Cilacap dapat berjalan kurang optimal karena obriknya kurang tepat sasaran.
	
	


	NO
	URAIAN PROSEDUR
	PELAKSANA
	MUTU BAKU

	
	
	Inspektur
	Sekretaris
	Irbanwil
	Auditor & Tim Penyusun
	Kasubag Can
	Staf
	Bagian Hukum
	Persyaratan/Kelengkapan
	Waktu
	Output
	Ket

	1. 
	1. Irbanwil membuat Peta Audit Universe sebagai dasar penyusunan PKPT tahun N+1

2. Peta Audit Universe diserahkan kepada Kasubag Perencanaan sebagai arsip.

3. Irbanwil membuat nota dinas ke kasubag perencanaan untuk dilaksanakan rapat pembahasan PKPT Tahun N+1
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	Daftar Peta Resiko Obrik
	30 hari (maksimal 
30 Oktober Tahun ke –n)
	Peta Audit Universe,

Nota Dinas
	

	2. 
	Kasubag Perencanaan membuat konsep surat undangan pembahasan PKPT dan melaporkan kepada Sekretaris Inspektorat
	
	
	
	
	
	
	
	Daftar yang diundang,
Bahan rapat
	15 menit
	Konsep Surat Undangan
	

	3. 
	1. Sekretaris memeriksa konsep surat undangan, jika tidak ada koreksi maka menandatangani surat undangan atas nama Inspektur.

2. Jika surat undangan masih ada koreksi, maka dikembalikan ke kasubag perencanaan untuk diperbaiki.

3. Setelah ditandatangani,  dikembalikan ke Kasubag perencanaan untuk didistribusikan
	
	
	
	
	
	
	
	Daftar yang diundang,

Bahan rapat
	15 menit
	Konsep Surat Undangan
	

	4. 
	Kasubag Perencanaan memerintahkan staf  untuk mendistribusikan undangan rapat pembahasan PKPT
	
	
	
	
	
	
	
	Daftar yang diundang,

Bahan rapat
	15 menit
	Surat Undangan
	

	5. 
	Staf mendistribusikan surat undangan pembahasan rapat penyusunan PKPT kepada Irbanwil, Sekretaris, Kasubag Perencanaan , Auditor dan Tim Penyusun PKPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 menit
	Daftar Penerima Surat Undangan
	

	6. 
	Sekretaris, Irbanwil, Auditor dan Tim Penyusun membahas PKPT berdasarkan :

1. Peta Audit Universe,  ketersediaan anggaran yang telah dicantumkan dalam RKA, jumlah ADM, serta jenis kegiatan pengawasan.

2. Faktor Resiko Obrik  dan evaluasi manajemen resiko sebagai bahan perencanaan pengawasan berbasis resiko (dengan metodologi perhitungan kuantitatif)
3. Hasil evaluasi manajemen resiko akan menentukan obrik yang dijadikan dasar audit kinerja obrik pada PKPT N+1
4. Pertimbangan adanya crash proram permintaan dr auditor ekternal/Bupati/K/L/Dumas
Hasil rapat diserahkan ke Kasubag Perencanaan utuk diproses menjadi draft SK dan jadwal PKPT 
	
	
	
	
	
	
	
	Bahan Penyusunan PKPT
	7 hari
	draft daftar usulan obyek pemeriksaan dan jadwal PKPT, Notulen rapat 
	

	7. 
	Kasubag Perencanaan memerintahkan staf untuk membuat draft SK Bupati dan  jadwal PKPT hasil rapat
	
	
	
	
	
	
	
	Notulen rapat dan draft jadwal PKPT
	15 menit
	Disposisi surat
	

	8. 
	Staf membuat draft SK Bupati dan jadwal PKPT hasil pembahasan dan mengajukan ke kasubag perencanaan untuk dikoreksi

	
	
	
	
	
	
	
	Notulen rapat dan draft jadwal PKPT
	1 hari
	Draft SK PKPT
	

	9. 
	1. Kasubag Perencanaan memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT, jika setuju memberi paraf dan mengajukan ke Sekretaris. 

2. Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Staf untuk diperbaiki

	
	
	
	
	
	
	
	Notulen rapat dan draft jadwal PKPT

	30 menit
	Draft SK PKPT
	

	10. 
	1. Sekretaris memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT, jika setuju memberi paraf dan mengajukan ke Inspektur

2. Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki
	
	
	
	
	
	
	
	Notulen rapat dan draft jadwal PKPT
	15 menit
	Draft SK PKPT
	

	11. 
	1. Inspektur memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT,

2. Jika setuju memberi paraf dan menugaskan kasubag perencanaan mengirimkan  draft SK Bupati dan jadwal PKPT ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi keputusan Bupati

3. Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki
	
	
	
	
	
	
	
	Notulen rapat dan draft jadwal PKPT


	15 menit
	Draft SK PKPT
	

	12. 
	Kasubag Perencanaan mengirimkan draft SK Bupati tentang PKPT ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah

	
	
	
	
	
	
	
	Surat Pengantar Naskah Dinas
	30 menit
	Draft SK PKPT
	

	13. 
	1. Bagian Hukum memeriksa draft SK Bupati tentang PKPT, memproses dan mengirimkan draft SK PKPT untuk ditandatangani oleh Bupati;
2. Setelah SK PKPT ditandatangani oleh Bupati maka Bagian Hukum akan mengirimkannya ke Inspektur
	
	
	
	
	
	
	
	Surat Pengantar Naskah Dinas
	14 hari
	Draft SK PKPT
	

	3. 
	Inspektur menerima SK Bupati tentang PKPT dan memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk mengarsipkannya
	
	
	
	
	
	
	
	-
	15 menit
	SK Bupati tentang PKPT
	

	4. 
	Kasubag Perencanaan mengarsipkan secara manual dan staf mengarsipkannya dalam bentuk data/file
	
	
	
	
	
	
	
	Map File dan Scan Dokumen
Komputer
	15 menit
	Arsip SK Bupati Tentang PKPT
	

	5. 
	Selesai


	
	
	
	
	
	
	
	
	15 menit
	
	


Inspektur Kabupaten Cilacap


Drs. IMAM YUDIANTO, MM
NIP. 19590722 198703 1 008
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